
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KETERANGAN 
 

M1 : Minggu Pertama 

M2 : Minggu Kedua 

M3 : Minggu ketiga 

M4 : Minggu keempat 

TM : Terus-menerus 

IN : Insidentil 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

  

Dalam rangka pemenuhan kewajiban, maka Pengadilan Agama Tanjung Pati harus 

menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja tahun 2024 dan Program Kerja 

Tahun 2025 sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan 

kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun. Pekerjaan rumah yang menjadi rutinitas 

tahunan ini merupakan salah satu bentuk refleksi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang akan 

dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas fungsional maupun 

tugas struktural. Hal ini menjadi salah satu upaya institusi dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja tahun 2024 dan Program Kerja Tahun 

2025, merupakan sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah pada tahun 2025 yang juga 

berguna sebagai bahan bagi Mahkamah Agung untuk menyusun berbagai kebijakan agar dapat 

menarik sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan. 

Pengadilan Agama Tanjung Pati 

Kelas IB adalah salah satu lembaga yang 

mempunyai peran untuk melaksanakan 

kekuasaan kehakiman yang mandiri demi 

tegaknya hukum dan keadilan, khususnya 

perkara perdata agama. Penjabaran 

wewenang dan tugas Pengadilan Agama 

Tanjung Pati Kelas IB  tertuang dalam 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

diperkuat lagi dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006, dimana Pengadilan 

Agama sebagai salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman di Indonesia bertugas 

dan berwenang menerima, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama bagi pencari keadilan yang 

beragama Islam, yakni perkara perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqah, dan ekonomi syariah. 

A. Kondisi Umum 
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 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Agama Padang yang mana secara umum Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB memiliki 

wilayah hukum sebanyak 8  Kecamatan yang terdiri yaitu  : 

1. Kecamatan Harau 
2. Kecamatan Guguak 
3. Kecamatan Bukit Barisan 
4. Kecamatan Gunuang Omeh 
5. Kecamatan Suliki  
6. Kecamatan Mungka 
7. Kecamatan Pangkalan Koto Baru 
8. Kecamatan Kapur IX 

 

 

 

  Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB meyakini bahwa menjalankan amanah kekuasaan 

kehakiman harus dilakukan dengan profesional dan totalitas. Oleh karena itu, menjadi penting untuk 

diterjemahkan ke dalam arah kebijakan lembaga yang terdiri dari visi dan misi. 

Visi 

Visi merupakan harapan tertinggi yang diupayakan semua unsur yang ada di Pengadilan 

Agama Tanjung Pati Kelas IB melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus 

untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas. Sebelum dijabarkan visi dan misi Pengadilan 

Agama Tanjung Pati Kelas IB perlu disampaikan visi dan misi Mahkamah Agung agar ada kesesuaian 

visi dan misi yang dicanangkan. Visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia yang Agung”, sedangkan untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:  

-  Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tanjung Pati 

-  Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

-  Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Tanjung Pati  

-  Mewujudkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tanjung Pati 

Mengacu pada visi misi Mahkamah Agung di atas, maka dirumuskan visi misi Pengadilan Agama 

Tanjung Pati agar ada kesinambungan dalam menentukan langkah-langkah strategis.  

Adapun visi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB adalah : 

 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB yang Agung”. 

 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dituangkan usaha-usaha perbaikan sebagai berikut : 

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara indenpenden, efektif dan berkeadilan; 

2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara 

proposional dalam APBN; 

B.     Kedudukan 

C.     Arah Kebijakan Lembaga 
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3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur; 

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, 

tepat waktu, biaya ringan dan proposional; 

5. Mengelola  sarana  prasarana  dalam  rangka  mendukung  lingkungan kerja  yang  aman,  

nyaman,  dan  kondusif  bagi  penyelenggaraan peradilan.   

6. Mengelola  dan  membina  sumber  daya  manusia  yang  kompeten dengan  kriteria  

obyektif,  sehingga  tercipta  personil  peradilan  yang berintegritas dan profesional.   

7. Pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.   

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.   

9. Memiliki  manajemen  informasi  yang  menjamin  akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi.  

10. Modern dengan berbasis TI terpadu. 

Misi 

 Sebagai penjabaran cita-cita dan landasan kerja organisasi seperti yang tersebut pada visi di 

atas, maka misi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB dirumuskan sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tanjung Pati 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Tanjung Pati 

4. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tanjung Pati 
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BAB II. DASAR HUKUM 

 

Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun   2009  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun  1985 Tentang Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang    Nomor   48    Tahun   2009   tentang   Kekuasaan Kehakiman; 

3. Undang-Undang  Nomor  50 Tahun 2009 tentang Perubahan  Kedua Atas   Undang-

Undang   Nomor  7   Thun    1989   Tentang   Peradilan Agama:  

4. Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KAM/SK/1111/2007       

tentang Keterbukaan lnformasi di Pengadilan: 

5. Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI No : 2-144/KMNSK/Vlll/2022   Tentang  

Standar   Pelayanan   lnformasi Publik  di  Pengadilan; 

6. Peraturan   Mahkamah   Agung   Nomor   7   Tahun    2015    tentang Organisasi  dan  

Tata  Kerja  Kepaniteraan  dan  Kesekretariatan  

7. Standar Operasional  Prosedur  Pengadilan Agama Tanjung Pati 

 

Program dan Kegiatan Pada Tahun 2025 : 

 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas tehnis Lainnya Mahkamah Agung ; 

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi  

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;  

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung  

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 
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BAB III. PROGRAM KERJA 
 

 

 Program Kerja Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB tahun 2025 merupakan Rencana 

Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB yang meliputi: 

A. Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB selaku Satuan Kerja (Satker)  

B. Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman atau 

Lembaga Yudikatif di daerah   

 

Program Kerja Unggulan dan Inovatif berupa Aplikasi Pelayanan Berbasis IT yaitu: 

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan memberikan Pelayanan dengan cepat 

dan mudah yaitu Pendaftaran Surat Masuk & Keluar, Buku Tamu, Permohonan Surat 

Keterangan, Permohonan Penyitaan dan Penggeledahan  

2. e-Pati bertujuan memberikan Layanan dengan cepat bagi pihak yang telah berperkara 

dalam bentuk pengembalian sisa panjar (psp) secara elektronik.  

3. Layanan E-court dll 

 

A. PROGRAM KERJA SELAKU SATUAN KERJA (SATKER) 

 

 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB sebagai satuan kerja (satker) pelaksana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pengguna Barang Milik Negara (BMN). Pelaksanaan 

Anggaran tahun 2025 adalah sebagaimana yang dialokasikan didalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran tahun 2025 dengan Pagu sebesar: 

a. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Rp.  4.410.016.000,-   

b. DIPA Badan Peradilan Agama (04) Rp.  284.950.000,-  

Jumlah Pagu DIPA Tahun 2025 Rp. 4.694.966.000,-  (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta 

sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)  

 

a) PROGRAM KERJA KEPANITERAAN 

1. Pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara 

2. Pengelolaan administrasi perkara yang mengajukan upaya hukum 

3. Pelaksanaan Tugas & Fungsi Administrasi Kepaniteraan 

4. Pengelolaan administrasi perkara yang mengajukan upaya hukum 

5. Implementasi Peningkatan Kualitas Pelayanan secara berkelanjuutan 

6. Pelayanan Pemberian Informasi Publik dan Pengaduan 

7. Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum 
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8. Pelaksanaan Tugas& Fungsi Administrasi Kepaniteraan Hukum 

9. Pelaksanaan Tugas & Fungsi Administrasi Panitera Pengganti 

10. Terlaksananya Penyampaian Relaas Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Kepada 

Pihak Tepat Waktu 

11. Terlaksananya Pemanggilan Pihak melalui media massa 

12. Terlaksannya Pemanggilan dan Pemberitahuan Putusan Delegasi tepat waktu 

13. Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Biaya Proses yang transparan dan akuntabel 

 

b) PROGRAM KERJA KESEKRETARIATAN 

1. Program Kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi tata laksana 

1) Peningkatan pemahaman peraturan perundang- undangan bidang 

kepegawaian dan ortala 

2) Peningkatan pengelolaan data dan informasi 

3) Peningkatan pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai 

4) Peningkatan pengembangan karir pegawai 

5) Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia 

6) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai 

7) Pengelolaan Organisasi dan Tata laksana 

 

2. Program Kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan 

1) Peningkatan pelaksanaan pengelolaan tata persuratan dinas 

2) Peningkatan pelaksanaan Pengelolaan Tata Kearsipan 

3) Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan 

4) Peningkatan pelaksanaan pengelolaan barang persediaan (ATK) 

5) Peningkatan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) 

6) Pelaksanaan Tugas Kerumahtanggaan dan Keamanan 

7) Inventarisasi dan Penatausahaan BMN 

8) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan keprotokolan 

9) Peningkatan realisasi Anggaran 

10) Peningkatan pengelolaan penganggaran negara (DIPA) secara tertib 

11) Pelaksanaan PIPK 

 

3. Program Kerja Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 

1) Peningkatan Penyusunan anggaran dan program 

2) Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja dan Realisasi Anggaran 

3) Peningkatan Pengelolaan Website Institusi dan Implementasi Teknologi 

Informasi 
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4) Peningkatan Pemeliharaan Sarana Teknologi Infomasi Dan Jaringan Internet 

5) Peningkatan Penyusunan dan Pembuatan Laporan Institusi 

 

c) PROGRAM KERJA MANAJEMEN PERADILAN 

1. Terlaksananya Manajemen Pengadilan 

2. Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Pati yang bersih, mandiri dan akuntabel 

3. Terwujudnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di Pengadilan 

Agama Tanjung Pati 

4. Terciptanya mekanisme kerja yang baik dan profesional sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

5. Terwujudnya pelayanan yang baik, ramah, transparan dan mudah 

6. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder terkait dalam peningkatan layanan 

Pengadilan 

 
 
B. PROGRAM KERJA SELAKU PERWAKILAN KEKUASAAN KEHAKIMAN 

LEMBAGA YUDIKATIF DI DAERAH  

 
 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman / 

lembaga Yudikatif yang secara protokoler berada dalam Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

melaksanakan tugas antara lain : 

1. Melakukan interaksi seperti mengikuti undangan Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan 

Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Koordinasi dengan Instansi penegak 

hukum lainnya seperti Kejaksaan, Dandim, Kepolisian serta dengan beberapa Kantor seperti 

Kementrian Agama, ATR/BPN, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil dan lain sebagainya; 

2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum kepada Pemda Kabupaten 

Lima Puluh Kota apabila diminta;   
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BAB IV. PENUTUP 
 
  
 Keseluruhan program kerja tersebut diatas akan dilaksanakan dengan mengacu pada 

Standard Operating Procedur (SOP) yang ada, sehingga Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB 

diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, 

efektif, efisien dan mendapatkan kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum 

yang berkualitas, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat. 

 

 Melalui Program Kerja Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB maka diharapkan adanya 

suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB 

sebagai institusi pelayanan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih 

mencerminkan rasa keadilan.  

 

 Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB akan terlaksana 

apabila unit-unit komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta 

melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik.  

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


